
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tidak Efektifnya pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2003 

Tentang Pencegahan Maksiat dalam Pencegahan Porno-aksi dan Pornografi 

di Kota Gorontalo karena koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kota Gorontalo kurang khususnya para aparat penegak Perda 

dalam hal ini yakni Satpol PP Kota maupun Satpol PP Provinsi yang tak 

pernah berkoordinasi dalam penegakkan Perda  Nomor 10 Tahun 2003 ini. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam memberantas maksiat 

yang berhubungan dengan Porno-aksi dan Pornografi di Kota Gorontalo 

diakibatkan oleh: 

a. Kurangnya Sosialisasi sosial yang di lakukan oleh pemerintah 

terkait, dan terkesannya tak mau tau tentang perkembangan perda 

ini, hanya beberapa saja yang terkesan mau dan mendukung 

dilaksanakan Perda tentang Pencegahan Maksiat ini. 

b. Kurangnya anggaran ataupun biaya, 

c. Kurangnya personil dan sumber daya manusia (SDM), 

d. Tingkat keegoisan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah  

serta kesadaran masyarakat  yang masih kurang. 



e. Disamping itu pula dukungan dari orang tua sangat berpengaruh 

penting dalam peningkatan moral anak-anak sebagai penerus 

kedepannya. 

5.2 Saran 

Efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang 

Pencegahan Maksiat khususnya pornografi dan porno-aksi merupakan perda yang 

sangat penting dan harus di tegakkan. Oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai  

berikut: 

1. Harus ada penanganan yang serius dari pemerintah dalam hal penegakkan 

Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat khususnya 

pornografi dan porno-aksi. 

2. Kerjasama antar pemerintah dan aparat-aparat terkait serta Satuan Kerja 

Perangkat Daerah harus lebih di tingkatkan lagi baik antara pemerintah 

provinsi dan pemerintah kota. 

3. Perlu adanya sosialisasi yang harus berkesinabungan. 

4. Perlu adanya sanksi yang tegas dari pemerintah agar memberi efek  jera 

kepada  pelanggar perda. 
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